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GLOSARIUM

Dimana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya.
Sebagian besar orang mendefenisikan kata ADIL adalah
suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada
yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih
dan masih banyak lagi persepsi yang lainnya

prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam
mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam
hidupnya

peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan
tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga
ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara
individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di
daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi
dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum
perdata

menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-
putih dari peraturan (according to the letter), melainkan
menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning)
dari undang-undang atau hukum.

suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar,
berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus
tetap menjalankan hakikat keadilan yang sebenarnya.
sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi
tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar
interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam
kelompok tersebut.

sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu

perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak



Implementasi

Peraturan/aturan

Perjanjian

itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa
dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama
artinya.

penerapan atau pelaksanaan

patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku
seseorang dalam suatu lingkup/ Organisasi tertentu yang jika
melanggar akan dikenakan hukuman/sangsi. Dari pernyataan
ini bisa kita temukan beberapa poin utama. Yaitu patokan,
membatasi, organisasi, dan sangsi jika melanggar

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih
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